(.
(o :
5

|
{

L

—

SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN

BPK SUMBAR

[2]of1T8]

Tanggal

atea Barat P

Koran | Hal
[Halan [ |
| Padang Ekspres 1,7 |
| Singgalang ]
| Pos Metro )

iAo A%

SERAHKAN
BERKAS:
Gubernur
Sumbar lrwan
Prayitno
menyerahkan
LKPD kepada
Kepala BPK

~ Perwakilan

Sumbar Pemut
Aryo Wibowo.

rovinsi

Pertama Serahkan LKPD
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. Padang, Padek—PemprovSUmbar menjadi daerah pertamayang
menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
tahun 2017 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indo-
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Laporan keuangan terse-
but diserahkan langsung Gu-
bernur Sumbar Irwan Prayit-
no ke Kepala BPK Perwakilan
Sumbar Pemut Aryo Wibo-
wo, di Gedung BPK RI Per-
wakilan Sumbar, Jalan Khat-
ib Sulaiman, Padang, Jumat
(23/2).

Usai penyerahan LKPD
tersebut, Irwan mengatakan,
penyerahan LKPD di waktu
awal memberi penegasan
bahwa Sumbar melakukan
perbaikan dalam pencatatan
dan pelaporan keuangan
daerahnya.

"Semoga pemeriksaan
BPK tahun ini dapat men-
jadikan Sumbar menerima
opini Wajar Tanpa Pengec-
ualian (WTP) untuk vang

- keenam kalinyasecara bertu-

. Semoga predikat
elah diterima se-

an,

)12lalu dapat ter- -
/" sebutnya.  laan untuk sektor pendidi-

erahkan sejak Senin lalu ke
BPK. Namun karena bany-
aknya kegiatan, ia baru dap-
atmenyerahkan sekarang.

Irwan berharap dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) yang diserahkan pada
April 2018 mendatang, pihak
BPK hanya menjabarkan ca-
tatan yang lebih sedikit di-
banding catatan-catatan ta-
hun sebelumnya.

"Rasanya tak mungkin
WTP tanpa ada catatan. Se-
moga catatan-catatan ini se-
makin berkurang. Walaupun
faktanya ada saja isu-isu
baru,” ujarnya.

Kata Irwan lagi, ada se-
jumlah pekerjaan rumah
yang mesti harus disempur-
nakan penyelesaiannya oleh
Pemprov Sumbar. Salah sat-
unya perpindahan sejumlah
aset dari kota/ kabupaten ke
provinsi. Sesuai Undang-Un-

tentang Pemerintah Daerah
(Pemda), ada perubahan ke-

wenangan dalam pengelo: .

‘kan, pertambangan, perhu-
bungan ﬂap‘.bebempa sektor

y___qmgr 23 Tahun 2014

lain. Untuk pendidikan mis-
alnya, kewenangan SMA ber-
pindah dari kabupatan/ kota
ke provinsi. "Kemudian, aset
terminal dan pertambangan.
Untuk itu, kami akan coba
benahi satu per satu,” un-
gkapnya.

Sementara itu, Kepala
BPK Perwakilan Sumbar Pe-
mut Aryo Wibowo menga-
presiasi langkah Pemprov
Sumbar untuk menjadi yang
pertama dalam penyerahan
LKPD tahun 2017.

Menurut dia, semakin
.awal penyerahan LKPD me-
nunjukkan semakin tinggi
pula progress perbaikan yang
dilakukan daerah dalam me-
lakukan pencatatan dan pel-

aporan keuangan.

"Kalau provinsi berani
menyerahkan secara cepat. H
Berarti sistemnya sudah ba- {

gus. Sistem bagus, normalns
va hasilnyatentunya jug
bagus. LHP BPK untuk Sum-
bar dijadwalkan akan terbit
23 April 2018, selanjutnya
. LHP tersebut akan diserah-
" kan kepada DPRD Sumbar,”
pungkasnya. (adv)




